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Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu penerimaan pemerintahan
daerah DK Jakarta dari sektor pajak daerah. Penggunaan Pgjak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan yang baru dimulai pada tahun 1998/1999 yang sebelumnya merupakan retribusi penerimaan
pemerintah DKI Jakarta, mengartikan bahwa potensi penerimaan tersebut masih sangat besar.

Dalam sistem perpajakan nasional, Pemerintah Pusat dalam beberapa tahun terakhir ini telah melakukan
perubahan-perubahan. Sistem pemungutan pajak diubah dari sistem officia assessment menjadi self
assessment. Dengan sistem self assessment wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar
dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Implikasi dari sistem self asessment ini adalah bahwa instansi
yang bertugas memungut pajak harus memiliki kemampuan baik untuk mengadministrasikan pajak, serta
wajib pajak harus diawasi oleh fiskus sehingga dapat diketahui apakah kewajiban perpajakan telah
dijalankan dengan benar atau tidak oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-permasalahan dalam tesis adalah Bagaimanakah pel aksanaan
sistem pemungutan Official Assessment Pgjak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan bagai mana pengaruh pel aksanaan sistem official assessment
terhadap pelaksanaan penerimaan Pgjak Pernanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan
teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat
analisis kualitatif.

Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang diukur
dengan menggunakan ratio Tax Performance index (TPI) menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik
dan stabil diatas 100%.

Kesimpulan yang didapat yaitu Pelaksanaan pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan yang menggunakan sistem official asessment, menemui beberapa hambatan seperi dalam
penetapan pajak yang terhutang dan realisasi waktu pembayaran serta pengenaan sanksi keterlambatan 2%
perbulan. Terbatasnyajumlah Karyawan pada Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan yang menjadi
tulangpunggung dalam menetapkan pajak yang terhutang serta banyaknya jumlah objek.

Saran dalam penelitian ini yaitu Penggunaan sistem pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan
Air Permukaan yang menggunakan sistem official assessment diharapkan terjadi perubahan dimasayang
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akan datang menjadi self assessment. Mengingat sistem pajak nasiona sekarang sudah beralih dari official
assessment ke self assessment, maka sudah seharusnya Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan mengikuti langkah tersebut.



